BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA

PERUSAKAN ASET TANAH DALAM PUTUSAN NO
2896/PID.B/2014/PN.SBY

A. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim tentang Tindak Pidana Perusakan
Aset Tanah dalam Putusan No. 2896/Pid.B/2014/PN.Sby

Tindak pidana perusakan aset tanah merupakan salah satu tindak

pidana umum yang sering terjadi di masyarakat. Melihat dari rumusan yang

terdapat dalam pasal 406 KUHP, yang berbunyi:

1.

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,
merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam
dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan
melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat
digunakan atau menghilangkan hewan, yang merupakan milik orang
lain.

Dilihat Tindak pidana yang tertera dalam putusan nomor

2896/pid.b/2014/pn.Sby jika ditinjau dengan pasal 406 KUHP pelaku tindak

pidana seharusnya dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 2 tahun 8

bulan. Mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sudah memenuhi

unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 406 KUHP, yaitu:

1. Barang siapa.

“Barang Siapa‘“ adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban
yang dapat di pertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Menimbang,

bahwa yang diajukan dipersidangan identitasnya bersesuaian dengan
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identitas yaitu H.M. Choirul Ma’ asyik Bin Ansyori, Iklik Musyafah Bin
H.M. Choirul Ma’asyik dimana para terdakwa dalam keadaan sehat
jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan
perbuatannya, dengan demikian unsur ini terbukti.

2. Dengan sengaja dan melawan hukum.

“Dengan sengaja dan melawan hukum” bahwa yang dimaksud
dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan
oleh para terdakwa telah menimbulkan suatu akibat dan akibat
perbuatan tersebut memang dikehendakinya atau merupakan tujuan si
pelaku serta perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum positif yang
berlaku di Negara Indonesia. Dari fakta hukum yang terungkap di
persidangan telah ternyata menurut keterangan Is Hari Suteja yang
menyuruh Moch. Sidik dan Fainal memasang plang pengumuman dan
patok beton di tanah tambak milik saksi Suharno yang terletak di
Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal (Dahulu
Kecamatan Tandes) Kodya Surabaya Jawa Timur.

Kemudian menurut keterangan Moch. Sidik dan saksi Fainal selesai
memasang plang pengumuman dan patok beton tersebut ketika sedang
membersihkan alat-alat material melihat para mereka mengendarai
sepeda motor datang ke lokasi, lalu merobohkan plang papan
pengumuman dengan cara ditarik dan lalu mencoret coret papan
pengumuman tersebut dengan pilox. Pemasangan patok dan plang papan

pengumuman di atas tanah tambak milik Saksi Suharno tersebut
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berdasarkan permohonan pengembalian batas yang diajukan oleh Is Hari
Sutejo kepada Badan Pertanahan Nasional Surabaya dengan dihadiri
oleh petugas BPN, anggota Polsek dan Polres, Kelurahan dengan
memasang 12 patok dan 3 plang papan pengumuman dan berdasarkan
pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi.

3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau
menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik
orang lain.

“ Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau
menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik
orang lain.” Unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat
dipakai atau menghilangkan barang sesuatu bersifat alternative maka
konsekuensinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini
telah pula dianggap terpenuhi. Perbuatan merusakkan dan perbuatan
menghancurkan barang sesuatu, merupakan perbuatan yang sama-sama
menimbulkan kerusakan.

Perbedaannya adalah dari sudut akibat kerusakannya saja.
Kerusakan benda yang disebabkan oleh perbuatan merusakkan, hanya
mengenai sebagian dari bendanya, dan oleh karenanya masih dapat
diperbaiki kembali. Tetapi kerusakan akibat oleh adanya perbuatan
menghancurkan adalah sedemikian rupa parahnya, sehingga tidak dapat

diperbaiki lagi. Sedangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau
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sebagian milik orang lain adalah barang yang dirusak tersebut

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Namun dalam putusan yang diputus oleh hakim di pengadilan negeri
surabaya, hakim memutus perkara tersebut dengan hukuman kurungan
penjara selama satu tahun dua bulan. Hal ini dirasa sangat meringankan
hukuman pelaku tindak pidana pengerusakan.

Dengan didapatkannya bukti-bukti yang menjadi pengat atas tindak
pidana pengerusakan yang dilakukan oleh pelaku hukuman tersebut dirasa
jauh dari kata sesuai dengan KUHP pasal 406. Bukti-bukti tersbut adalah:

1. 1 buah bendel foto copy legalisir PN Surabaya Surat perjanjian
pengikatan jual beli No.15 tanggal 22 Januari 2007 , 1 bendel foto copy
legalisir PN. Surabaya Sertifikat Hak mllik No.622 Kel.Sukomanunggal,
2 buah patok BPN tanda batas tanah, 2 buah plang papan pengumuman
kepemilikan tanah atas nama Suharno, S.H berdasarkan sertifikat SHM
No.622/Kel. Sukomanunggal a/n. Ny.Erna Mufidah dikembalikan
kepada Saksi korban Suharno, S.H.

2. 1 bendel fotocopy legalisir Surat perjanjian pengikatan jual beli dibawah
tangan tanggal 14 Pebruari 2007 yang dilampiri fotocopy SK agraria
No.1/ Agr/ 14/ X1/ 98/HM/ NI/ 1964 Kode A /196 / XI /78 /3
dikembalikan kepada para Terdakwa.

3. 2 buah batu dirampas untuk dimusnahkan.

Bukti-bukti tersebut merupakan salah satu bukti yang menyatakan

bahwa tanah yang menjadi objek pengerusakan merupakan tanah bsah milik
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korban, dan 2 batu digunakan sebagai alat yang digunakan untuk

mengerusak papan pembatas, merusak pengumuman dengan cara

merobohkan palang tersebut kemudian mencoret-coret tulisan yang ada di

papan tersebut dengan cat warna merah lalu menimbun papan tersebut

dengan batu.
Adapun hak-hak yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:

1. Hak-hak yang memberatkan adalah para terdakwa memberikan
keterangan yang berbelit belit sehingga menyulitkan jalannya
persidangan.

2. Hak-hak yang meringankan adalah
a. Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

b. Paraterdakwa belum pernah dihukum.
c. Paraterdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

d. Terdakwa 1 telah lanjud usia.

Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Perusakan Aset
Tanah dalam Putusan No. 2896/Pid.B/2014/PN.Sby

Jika ditinjau dari segi hukum pidana Islam, putusan yang di jatuhkan
oleh Majelis hakim nomor 2896/Pid.B/2014/PN.Sby kepada terdakwa H.M
Choirul Ma”asyik Bin Ansyori dan Iklik Musyafah Bin H.M. Choirul,
dinyatakan berdasarkan secara sah bersalah telah melanggar Undang-Undang

yang telah diatur dalam tindak pidana penyerobotan tanah yang digunakan
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adalah Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, pada kasus ini perusakan
pasal yang dipakai sesuai dengan ketentuan Pasal 406 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), seseorang yang secara melawan hukum
menghancurkan, merusakkan, barang sesuatu merupakan milik orang lain
maka diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Menurut analisis penulis yang bersumber dari data-data yang
terkumpul dapat diketahui bahwa hukuman terhadap perkara tindak pidana
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dalam hukum pidana Islam
adalah ta’zir. Penjelasan mengenai ta’zir telah dijelaskan secara lengkap
pada bab-bab sebelumnya. Ta’zir adalah menjatuhkan ta’zir (sanksi disiplin)
terhadap dosa-dosa yang didalamnya tidak terdapat hudud.

Dengan kejahatan tindak pidana peusakan tersebut termasuk jarimah
ta’zir, dimana jarimah ta’zir asas legalitasnya tidak diterapkan begitu teliti
dan ketat. Hal ini didasarkan bahwa pada jarimah ta’zir hakim memiliki
kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu jarimah dan hukumannya
sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Dalam hal ini, hakim diberikan
kebebasam memilihkan hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana
dan diri pelakunya. Pada umumnya, hukuman takzir memikili dua batasan
(zatuhaddayn) dimana hakim berhak menurunkan hukumannya sampai
batasan yang paling ringan (minimal) atau menaikkannya sampai batasan

yang paling berat (maksimal).
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Bedasarkan putusan hakim ini diberi kekuasaan yang luas untuk
menentukan hukuman atas tindak pidana takzir. Hal ini, umumnya tindak
pidana takzir bukanlah tindak pidana yang berbahaya, juga karena
memberikan kelonggaran/kemudahan didalamnya justru lebih dapat
memperbaiki diri pelaku dari pada permasalahan perusakan palang dalam
aset tanah.

Berdasarkan pendapat Syarbini al-Khatib, bahwa ayat al-Qur’an
yang dijadikan landasan adanya jarimah ta’zir adalah Qur’an surat al-

Fath ayat 8-9 yang berbunyi:

Sy &% 382l SR 0t S A VIR S G

Artinya:Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi,
pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, Supaya kamu
sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan
(agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di
waktu pagi dan petang.

Selain itu Ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan perusakan lingkungan

hidup adalah surat al-A“Raf ayat 56:
Gesetll 5 38 A S35 IRabRl i 13l ) BAAN,

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi,
sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya
dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan
dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada
orang-orang yang berbuat baik.

Berdasarkan teori dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka

pertimbangan hakim sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan
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hukuman bagi pelaku tersebut cukup bersifat mendidik dan mencegah, dan
tidak dibenarkan memberikan hukuman had atau hukuman berat. Sebab
perusakan aset tersebut itu merupakan telah merugikan orang lain,
penjatuhan hukum kepada terdakwa lebih ringan dari ketentuan hukum

yang berlaku karena majelis hakim meliahat hal-hal yang meringankan.



